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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Indonesia mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945. Salah satunya adalah lembaga perwakilan masyarakat adat yang

memperlihatkan nilai-nilai tradisional yang masih hidup hingga sekarang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya

mengakomodir nilai-nilai adat di setiap daerah terutama perwakilan adat di Nagari

Minangkabau. Oleh sebab itu, terdapat dua pokok permasalahan: Pertama,

kedudukan dan kewenangan lembaga perwakilan adat dalam struktur

pemerintahan nagari di Minangkabau dan Undang-Undang tentang Desa dan

Kedua, konsep ideal mengenai lembaga perwakilan adat di Indonesia. Analisis

dilakukan dengan menggunakan teori hukum tata negara adat karena memiliki

kaitan erat dengan nilai-nilai ketatanegaraan Indonesia yang diikuti dengan

penerimaan terhadap keberadaan adat yang lahir dari sebuah persekutuan hukum

dan memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, dilakukan perbandingan pengaturan

masyarakat adat di Amerika Serikat, Australia, Kamerun dan China. Kesimpulan

adalah lembaga perwakilan adat nagari belum sepenuhnya terakomodir dalam

Undang-Undang tentang Desa sehingga dibutuhkan sebuah pengaturan ideal

untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat adat nagari di Minangkabau terutama

dalam unsur keanggotaan, metode pemilihan dan kedudukan dan kewenangan dari

lembaga perwakilan adat tersebut. Untuk itu, diperlukan perubahan terhadap

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal pengaturan

mengenai desa adat yang dapat dibandingkan dengan negara lain yang lebih

mempunyai pengaturan dan perlakuan terhadap desa adat di negarannya seperti di

AS, Kamerun, RRC dan Australia.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Indonesia acknowledges the existence of indigenous law communities

along with their traditional rights in Article 18 of the Indonesian 1945

Constitution. One of these institution is the traditional people representatives that

embrace traditional values that lives up to the present. Law Number 6 of 2014 on

Villages have not fully accommodated tradition values that exists in the respective
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regions, particularly the traditional representation in Nagar Minangkabau. As

such, there are two issues: the position and authority of traditional representative

institutions within the governance structure of nagari in Minangkabau and the

Village Law; and, secondly, the ideal regulation on traditional representative

institutions in Indonesia. The analysis is conducted using the theory of traditional

constitutional law as it bears close relation to Indonesia?s state constitutional

values followed by acceptance of the diversity of customs that arise from an

amalgamation of laws that have their own characteristics. Additionally, a

comparison is carried out as regards regulations that govern indigenous

communities in the United State, Australia, Cameroon, and China. The conclusion

is that the nagari indigenous representative institution is not fully accommodated

in the Village Law and thus an ideal regulatory instrument to accommodate the

need of the nagari indigenous community in Minangkabau, among others

membership, method of election and the position and authority of the indigenous

representative institution.


